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ABSTRAK

Kgjaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara dibidang penuntutan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab
kepada Presiden. Kegjaksaan sebagai lembaga negara dibidang penuntutan harus
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka atau independen,
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga
kejaksaan, khususnya karena pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung
merupakan hak prerogatif Presiden. Permasalahan inilah yang akan dibahas dan
dikgji di dalamtulisanini.

Metode yang digunakan dalam penditian ini adalah studi pustaka
(libraryresearch), yaitu dengan studi kepustakaan, pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara
luas, serta dibutuhkan dalam penelitan hukum normatif. Penelitian ini bersifat
diskriptif analitik, dengan metode pengumpulan data didasarkan pada data-data
yang dijadikan objek pendlitian, seperti perundang-undangan, buku-buku pustaka,
majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang gejala permasalahan yang sesuai akan
disusun dan dikaji secara komprehensif. Pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang digunakan untuk
mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum,
terutama bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengangkatan dan
pemberhentian Jaksa Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi
Jaksa Agung. ldealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh
Presiden tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Perlunya
pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh
Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia agar terciptanya hukum yang bersifat independen dan tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak manapun. Agar tidak mengintervens proses hukum,
kekuasaan Presiden perlu dibatasi oleh konstitusi yang secara tegas menjamin
kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana tercantum dalam
UUD 1945.

Kata kunci : Presiden, Jaksa Agung
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yangmel aksanakan
kekuassan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagaibadan yang
berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa
Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepadaPresiden. Mengacu pada
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yangmenggantikan UU No. 5 Tahun 1991
tentang Kejaksaan RI, Kegaksaan sebagai salah satu lembaga adiyasa penegak
hukum dituntut untuk lebih berperandalam menegakkan supremasi hukum,
perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asas manusia, serta
pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan
yang baru ini, Kegaksaan Rlsebagai lernbaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi. tugas, dan
wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah danpengaruh kekuasaan lainnya.*

Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap
lembaga kejaksaan, karena pengangkatan Jaksa Agung merupakan hak prerogatif
Presiden, maka hal inilah yang memunculkanperspektif berbagai kalangan adanya
keigianan agar secara kelembagaan kejaksaan tidak lagi berada di bawah lembaga

eksekutif. Pemikiran tentang keberadaan sistem penuntutan didalam kekuasaan

! Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (2).



negara, sebenarnya untuk memberi jawaban atas independensi dalam penuntutan.
Kekhawatiran tersebut berasumsi bahwa lembaga penuntutan tidak boleh
disubordinasikan kepada kekuasaan eksekutif.

Praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa kontrol
kekuasaan keaksaan sering menempatkan Jaksa Agung sebagai menteri atau
setingkat menteri. Kedudukan Jaksa Agung sebagal pejabat negara tidak serta-
merta menempatkannya sebagai anggota kabinet.  Perekrutan  dan
pemberhentiannya tidak dapat disamakan dengan anggota kabinet, karena jaksa
menjalankan fungsi penuntutan. Atas nama prinsip negara hukum, fungsi itu harus
dijalankan secara merdeka. Independensi Keaksaan terkait fungsi penuntutan ini
makin menguatkan kedudukannya di ranah kekuasaan kehakiman.

Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten dantidak
diskriminatif agar asas taat hukum dan hormat kepada hukum dapatterwujud.
Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum
kedalam kehidupan masyarakat agar suatu penegakan hukum dapat diwujudkan
dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto® terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi  penegakan hukum diantaranya faktor hukumnya itu sendiri
(termasuk faktor perundang-undangan) dan faktor penegakan hukum (baik para
pembentuk maupun penegak hukumnya), Oleh karena itu dalam penegakan
hukumtidak hanya diperlukan suatu aturan hukum yang baik, tetapi juga
diperlukan adanya aparat penegak hukum yang profesional. Jika aparat hukum

tidak melaksanakan hukum secarabaik atau menyelewengkan suatu aturan hukum,

*Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2003), him. 39.



maka penegakan supremasi hukum tidakdapat terwujud. Akan tetapi untuk
mewujudkan aparat hukum yangprofesional, perlu adanya aturanhukum terlebih
dahulu. Karena perananhukum (hak dan kewajiban) yang dilaksanakan oleh aparat
hukum harus berdasarkan sumber hukum formil. Sumber hukum tersebut salah
satunva adalah peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti dalam perwujudan supremas hukum dan penegakan hukum
tidak dapat terlepas dengan kedudukan, peran dan kinerja lembaga-lembaga
penegak hukum, dimana terhimpun para aparat penegak hukum di dalamnya.
Berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum secara maksimal akan menjamin
tegaknya hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Salah satu lembaga penegak hukum adalah keaksaan. Keaksaan
merupakan institusi yang ruang lingkup kewenangannya dapat |angsung dirasakan
masyarakat luas. Karena itu peran kejaksaan bukan hanya sebagai pemain tetapi
sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum. Lembaga kejaksaan dipimpin
oleh seorang yang diberi predikat Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dan
penanggung jawab tertinggi keaksaan, makalaksa Agung harus memiliki
keindependensian dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, kedudukan Jaksa Agung tidak diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945melainkan hanya diatur di dalam undang-
undang. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 7 Tahun
1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesiadan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang K gjaksaan Republik Indonesia.



Pada era reformasi salah satu aspek yang tampaknya kurang mendapatkan
perhatian secara lebih seksama adalah masalah independensi Jaksa Agung.
Keadaan tersebut tidaklah berbeda dengan apa yang pernah terjadi pada era
sebelum reformasi. Padahal independesi Jaksa Agung selalu menjadi alasan yang
mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja jaksa dalam penegakan hukum.
Permasalahan ini sesungguhnya merupakan suatu faktor untuk mewujudkan
penegakan supremasi hukum. Independensi Jaksa Agung merupakan syarat
mutlak bagi terciptanya profesionalitas aparat kejaksaan.

Permasalahan independensi Jaksa Agung pada akhirnya menjadi satu
pertimbangan diubahnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan
Republik Indonesia dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang
Kegaksaan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan
penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia Pada bagian umum yakni :

"Perubahan Undang-undang tentang Kegjaksaan Republik Indonesia
tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan
peran Kegaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun,
yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya' 2

Selanjutnya dipertegas kembali dalam penjelasan umum tersebut,
mengenai hal-halyang menjadi pertimbangan penyempurnaan Undang-Undang
Kegaksaan ini. Salah satu hal yang perlu disempurnakan, yakni:

“Kejaksaan sebagai lembaga pcmerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara. di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan

% Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang K ejaksaan RI.



negara tergelut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu.
Kegaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan
lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab
atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi
keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian
Jaksa Agung sdlaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya
merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan
perkara untuk keberhasilan penuntutan”.’

Selain itu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

K gjaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undangini
disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
mel aksanakankekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan
lainberdasarkan undang-undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara merdeka.”

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kegaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam kekuasaan negara
tersebut dijalankan secara merdeka, dalam penjelasan yang dimaksud dengan
“secara merdeka’ dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan
terlepas dari kekuasaan lainnya.®

Independes sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan umum dan
pasal 2 beserta penjelasannya memang dapat dikatakan sudah baik. Pasal
tersebut secara tegas mengatakan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan

fungsi, tugas, dan wewenangannya terlepas daripengaruh kekuasaan dan

*Ibid, Penjelasan Bagian Umum.
®Ibid, Pasal 2.
®Ibid, Penjelasan Pasal 2 ayat (2).



pengaruh dari kekuasaan lainnya. Akan tetapi. masih terdapat ketentuan yang

dapat mengakibatkan Jaksa Agung tidak independen. Hal ini dapat dilihat dari

apa yang dirumuskan dalam penjelasan Umum dan Pasal 19 ayat (2) serta

pasal 22 Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004,yakni:

“Kegaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang
pada peraturan perundangan-undangandan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintahan. Dengan demikian Jaksa Agung
diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab
kepada Presiden".’

Dan, jika dilihat pula dalam Pasal 19 ayat (2) dan pasa 22 yang berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Jaksa Agung adalah pejabat negara.

(2) Jaksa Agung diangkat dan dibehentikan oleh Presiden.

Pasal 22

(1) Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatnnya karena:

a

b.

Meninggal dunia

Permintaan sendiri

Sakit jasmani atau rohaniterus-menerus

Berakhir masa jabatannya

Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21

"Ibid, Penjelasan Umum.



(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Presiden.®

Ketentuan tersebut memiliki makna besarnya pengaruh kekuasaaan
eksekutif terhadap lembaga kejaksaan. Karena Jaksa Agung diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dan bertanggnng jawab kepada Presiden. Hal ini

dapat mengakiibatkan Jaksa Agung tidak memiliki keindependensiannya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagamana hubungan Presiden dengan Jaksa Agung terkait
pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agungdi Indonesia?
2. Apakah dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh

Presiden akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Pendlitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai
berikut :
a.  Untuk mengetahui hubungan kelembagaan antara Presiden dan Jaksa

Agung dalam ketatanegaraan Indonesia.

8Ibid, Pasal 19 danPasal 22.



b. Untuk mengetahui pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung
oleh Presiden dalam pengaruhnya terhadap independensi Jaksa

Agung.

2. Manfaat Penelitian

a. SecaraTeoritis
Pembahasan terhadap hubungan kelembagaan negara khususnya
Jaksa Agung dan Presiden mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden terkait dengan
independensi Jaksa Agung. Jadi secara teoritis manfaat penelitian ini
adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah
dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta
memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas
kekuasaan Presiden sebagai lembaga pemerintahan serta

hubungannya dengan |embaga-lembaga pemerintahan lainya.

b. SecaraPraktis
1. Hasil pendlitian ini semoga bermanfaat bagi semua orang, dan
untuk menyumbang pemikiran ilmiah hukum positif di
IndonesiaHal ini tidak terlepas dari penempatan Hukum Tata
Negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia.
2. Hasl penelitian ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh

gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.



D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis hasil-hasil peniliti yang
pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki
ketertarikan dengan penelitian yang akan dilakukan.® Adapun literatur yang
didalamnya membahas tentang hubungan Jaksa Agung dengan Presiden
terkait independensi Jaksa Agung antaralain :

Nurulaini dengan judul “Independensi Kekuasaan Kehakiman Di
Indonesia Perspektif Hukum Islam”.® Dalam skripsi tersebut membahas
tentang independens kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Islam,
yang membedakan dengan skripsi yang penulis susun adalah ranah
pembahasannya berbeda, kalau skripsi tersebut membahas indenpensi
kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum Islam sedangkan yang penulis
susun adalah membahas indenpensi Jaksa Agung dan tidak menggunakan
perspektif hukum Islam.

Ahmad Andriadi dengan judul “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem
K etatanegaraan Republik Indonesia’.*'Dalam skripsi tersebut fokus kepada
kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan konsep
ideal Kejaksaan Republik Indonesia. Yang membedakan dari penulisan

hukum yang akan penulis susun adalah pembahasannya yang lebih luas yaitu

’Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah
Press, 2009) him.3.

Nurulaini, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Perspektif Hukum
Islam”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta), Skripsi, Tahun
2005.

™ Ahmad Andriadi, “ K edudukan K ejaksaan Dalam Sistem K etatanegaraan Republik
Indonesia’, (Makasar : Universitas Hasanuddin), Skripsi, Tahun 2012.



tentang hubungan Jaksa Agung dan Presiden dalam ketatanegaraan Indonesia,
serta kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan Jaksa
Agung terkait dengan independens Jaksa Agung dalam menegakkan
supremasi hukum di Indonesia.

Sofan Pahlevi dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan dan
Kewenangan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia’.*> Dalam skripsi tersebut fokus dalam mengkaji dan menganalisa
tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung dalam Ketatanegaraan
Indonesia, serta menganalisa tentang pengaturan pemberhentian Jaksa Agung
didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang K eaksaan Republik
Indonesia. Berbeda dengan penulisan hukum yang akan penulis susun, yang
membedakan adalah penyusun memfokuskan kepada hubungan Jaksa Agung
dan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan independensi
Jaksa Agung.

Irfan Habibi dengan judul “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspektif
Ketatanegaraan dan Islam”.**Dalam skripsi tersebut menganalisa tentang
legitimasi, fungsi dualisme kewenangan dan kedudukan Jaksa Agung dalam
perspektif Hukum Tata Negara dan Islam. Yang membedakan dengan

penulisan hukum yang penulis susun adalah penyusun hanya fokus dalam

2 Sofan Pahlevi, “Andlisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Agung
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia’, ( Jember, Jawa Timur : Universitas Jember),
Skripsi, Tahun 2013.

2 Irfan Habibi, “Kedudukan Jaksa Agung dalam Perspekiif Ketatanegaraan dan
Islam”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Skripsi, Tahun 2010.
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hubungan Jaksa Agung dan Presiden dan indenpensi Jaksa Agung saja, tidak
membahas dalam perspektif Islam.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian
serupa yang mengkai hubungan Presiden dan Jaksa Agung dalam
Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan independensi Jaksa Agung. Maka
dari itu penulis menyimpulkan bahwa masalah yang akan diteliti dalam
penulisan hukum kali ini merupakan karya yang belum pernah digjukan oleh

orang lain.

Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori atau
paradikma yang disusun untuk menganaisis dan memecahkan masaah
penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penygjian landasan teoritik
dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk
kemudian dipadukan dalam suatu teori yang utuh.'*

Dalam ha ini penyusunan akan menggunakan beberapa teori
diantaranya:
1. Teori Negara Hukum

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of

law) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban

“Ibid., him. 4.
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bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum
(subject to the law).Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above to the law).™

Atas dasar pernyataan diatas maka tidak boleh ada kekuasaan yang
sawenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse
of power) baik pada negara berbentuk kergjaan maupun republik. Secara
maknawi tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan
seperti halnya gjaran pemisahan dan pembagian kekuasaan.Oleh sebab itu,
negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian
kekuasaan.™®

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan
hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu
negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum,
setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun
dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat
melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.*’

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan
tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukumatau negara

yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuassan negara dan

>Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Jakarta: FH Ull Press, 2003), him. 11.
*®Ibid, him. 12.

YMochtar Kusumaatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di
Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang, (Jakarta: Makalah, 1995), him. 1-2.
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penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di
bawah kekuasaan hukum.™®

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legdlitas, peradilan
yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asas manusia.Artinya, tindakan
penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah diatas
kekuasaan.Dalam konteks inilah UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan.
Hukum justru membuat kekuassan menjadi sah dengan menunjukkan
mekanisme penyelenggaraan dan batas suatu tindakan.Peradilan haruslah
merdeka dari pengaruh pemerintah dan perlindungan hak asas manusia
dijalankan.*®
2. Teori Pembagian Kekuasaan

Proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka harus dipahami
tentang prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan dan perlu dicermati
karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar
lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk
menunjukkan ciri konstitualisme yang berlaku dengan maksud untuk
menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Adanya pergeseran prinsip pembagian kepada pemisahan kekuasaan
yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran

kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam

®Ibid., him. 2.

“Yusril Thza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah
Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him.
90.
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penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legidlatif,
eksekutif, dan yudikatif.?

Konsep pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 sebelum
amandemen yaitu bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan MPR sebagai
lembaga tertinggi negara.Sistem pembagian kekuasaan menurut UUD 1945
sebelum amandemen dapat dianggap sebagal pengertian yang bersifat
vertikal .Sedangkan setelah amandemen UUD 1945 sistem yang dianut adalah
sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balances.?

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ
negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara.Setiap organ negara
mempunyal kewenangan yang diatur dalam konstitusi.Mengenai keberadaan
organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu organ dan
functie.Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan functie adalah gerakan
suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya %

Organ atau lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam
konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana kewenangan yang
melekat pada organ tersebut.Sehingga organ yang satu tidak dapat
menjalankan kewenangan organ lainnya dan dapat mencegah terjadinya
sengketa kewenangan antar organ negara.

3. Teori Organ Negara

% Jimmy Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD 1945, (Y ogyakarta: FH-UII Press), him. 32.

*'Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), him.
29.

2Jimly Asshiddigie, Sengketa Konstitusional Lembaga Negara, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006), him. 45.
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Setiap negara dijalankan oleh organ negara yang diatur dalam
konstitusi. Pengaturan kewenangan organ negara dalam konstitus
dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara organ negara yang satu
dengan lainnya (check and balances). A. Hamid Attamimi menyebutkan
bahwa konstitusi adalah pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus
tentang bagai mana kekuasaan negara harus dijalankan.®

Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung
prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian
kekuasaan berdasarkan trias politica dan adanya kontrol serta keseimbangan
lembaga-lembaga pemerintahan.?

Pemahaman mengenai organ negara dikenal dengan trias politicayang
berarti bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga cabang kekuasaan
yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.
K etiga cabang kekuasaan tersebut diatur dan ditentukan kewenangannya oleh
konstitusi.

Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) macam cabang kekuasaan yang
terpisah, yaitu eksektif dijalankan oleh Presiden, legislatif dijalankan oleh
DPR, dan yudikatif dijalankan oleh MA. Pada masa sekarang prinsip ini tidak
lagi dianut, karena pada kenyataannya tugas dari lembaga legidlatif membuat
undang-undang, telah mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatanya.

Sebaliknya pada bidang yudikatif, prinsip tersebut masih dianut, untuk

*Azyumardi Azradan Komaruddin Hidayat, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi,
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Kencana Pranada Media Group, 2008), him. 72.

*Ibid., hm. 73.
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menjamin kebebasan dan memberikan keputusan sesuai dengan prinsip
negara hukum.?

Istilah pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan
terjemahan dari konsep separation of power berdasarkan teori trias politica
menurut pandangan Monstesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara
struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan
urusan organ negara lainnya.®®

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikena dengan konsep
pembagian kekuasaan (distribution of power). Arthur Mass membagi
pengertian pembagian kekuassan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

- Capital division of power, yang bersifat fungsional; dan
- Territorial division of power, yang bersifat kewilayahan.?’

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa: kegunaan
dari prinsip trias politica yaitu untuk mencegah adanya konsentrasi kekuasaan
dibawah satu tangan dan prinsip checks and balances guna mencegah adanya
campur tangan antar badan, sehingga lembaga yang satu tidak dapat
melaksanakan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini sesual
dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.?®

4. Teori Independens

®Yuzril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah
Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 122.

%Jimmy Asshidigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, (Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahmakamah Konstitusi, 2006), him. 15

Ibid., him. 18.

**Muh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian KekuasaanMenurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), him. 31.
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Daam penelitian ini yang dimaksud dengan “independensi” adalah
keadaan atau kondisi bebas dari ketergantungan, ketundukan, kendali, atau
pembatasan dari pihak lain.*® Menurut pengertian kebebasan dapat
diartikan dengan dengan kemerdekaan atau keadaan bebas, atau dapat pula
diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mengatur perilaku dan
kehidupannya menurut kehendaknya sendiri tanpa dibatasi atau dihalangi.
Kebebasan ini memang dapat dan sering dibatasi oleh kelemahan intern
(psikis, moralis) ataupun oleh hambatan tau paksaan ekstern yang dapat
bersifat sah/wajar (kebebasn orang lain dan tata masyarkat) atau bersifat
tidak sah dan jahat (dictator, perlakuan tidak adil).*

Berkaitan dengan topik penelitian ini, subyek yang diberi sifat
dalam keadaan atau kondisi bebas dari ketergantungan, ketundukan,
kendali, atau pembatasan dari pihak lain adalah kejaksaan yang merupakan
lembaga yang dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai penanggung jawab
tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas,
dan wewenang kejaksaan dn sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
penuntutan.®

Independensi sendiri meliputi kemandirian persona (personal

judicial independence), kemandirian substansia (substantif judicial

BN Marbun, Kamus Politik, (Sinar Harapan: Jakarta, 2002), him. 262.
*Ibid., him. 263.

*'Ketentuan ini diambil dari Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
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independence), kemndirian  institusional  (institusional  judicial
independence), dan kemandirian internal .**

1. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan
sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.

2. Kemandirian substantif adalah kemandirian didalam
memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk
menegakakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum.

3. Kemandirian institusional adalah kemandirian lembaga
kehakiman dari intervenss dari lembaga kenegaraan dan
pemerintahan lainnya didalam memutus suatu perkara.

4. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh
peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonalian
kehakiman meliputi rekrutmen, mutasi,promosi, penggajian,
masa kerja, dan masa pensiun.

F. Metode Penelitian
Agar penelitin berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat
di pertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode
tertentu.
Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Y uridis Normatif

32Benny K.Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
(ELSAM: Jakarta, 1997), him.22.
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Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,
metodetersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisa data sekunder
yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan
bahan-bahan hukum sekunder.®
2. Sifat Pendlitian

Spesifikasi  penelitian yang digunakan adalah  diskriptif-
analitik.Soerjono  Soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk
deskreptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam
rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara
sistematis, mengenai paraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

3. Sumber Penelitian

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis
data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu :

a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kgaksaan RI serta peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus
penulisan dalam penulisan hukum ini.

b. Sumber hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan
penjelasan dan tafsiran terhadap sumber hukum primer seperti buku ilmu

hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana,

*Rony Hanatijo Soemitro, Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jekarta:
Ghalialndonesia, 1988), HIm. 11-12.

**Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-pres, 1984), HIm.
96.
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kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan pakar terkait dengan
pembahasan.®

¢. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum,

ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.*®

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka
(library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adaah
pengkajian informasitertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai
sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian
hukum normatif,® yakni penulisan yang di dasarkan pada data-data yang
dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku
pustaka, majalah, artikel surat kabar, bulletin tentang segala permasalahan

yang sesuai akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Andlisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis

dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komperasi dan

»Jhony lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia, 2006), HIm.392.

*Ibid., HIm. 392.

¥Abdul Kadir Muhammad,Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2004), HIm. 81.
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sgenisnya.Metode berfikir yang di perunakan adalah metode induktif, yaitu
dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksiyang lebih tinggi, termasuk juga
melakukan sintetis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya

menunjang).*®

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dalam pembahasan dan untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, maka penulis
dalam penelitiannya membagi menjadi 5 (lima) bab dengan menggunakan
sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

Pada bab pertama, beriskan pendahuluan yang meliputi latar
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah dan
sistematika penulisan hukum.

Pada bab kedua, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang
Kgaksaan Republik Indonesia serta menguraikan tentang wewenang dan
fungsi kejaksaan.

Pada bab ketiga, beriskan tentang pembahasan kedudukan Jaksa
Agung dalam ketatanegaraan Indonesia, menguraikan kekuasaan Presiden

dan hak prerogatif Presiden.

*¥Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Dan Aplikasi, (Malang,
1990), Him. 39,
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Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada anaisis independensi
Jaksa Agung terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung
oleh Presiden.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
beriskan kesmpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasal ahan yang ada.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jka dilihat dari hubungan kelembagaan antara Presiden dengan
Kegaksaan di negara kita yang menganut sistem presidensial di bawah
UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan, serta UU No. 16
Tahun 2004 bahwa K gjaksaan adal ah lembaga pemerintah yang berada di
dalam ranah kekuasaan eksekutif. Hal itu dapat dilihat dari kekuasaan
Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur struktur organisas
kejaksaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010. Presiden
juga mempunya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan
Jaksa Agung. Namun kekuasaan Presiden tersebut perlu dibatasi dalam
mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dengan harus
terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat agar
terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pengawasan
checkand balances.

2. Kekuasaan Presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan Jaksa
Agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Jaksa Agung.
Idealnya pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden
tidak boleh mempengaruhi independensi Jaksa Agung. Oleh karena itu
kemandirian Jaksa Agung sebagai pimipinan institusi kejaksaan harus

mendapat jaminan secara konstitusiona maupun perundang-undangan,
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dengan maksud bahwa kekuasaan peradilan tidak boleh dipengaruhi oleh

kekuasaan Presiden maupun DPR agar terjamin independensinya.

B. Saran
1. Undang-undang No0.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia harus segera dilakukan perubahan terkait pasal yang mengatur
pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.
2. Perlunya pengawasan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian
Jaksa Agung oleh Presiden dengan melibatkan Komisi Yudisia dan
Komisi Kegaksaan Republik Indonesia agar terciptanya hukum yang

bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
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